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The Effectiveness of the Implementation of the State Civil Apparatus Information 

System in Pension Services Based on Information Technology  

[Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara Dalam Layanan 

Pensiun Berbasis Teknologi informasi] 
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Abstract. Digital transformation in the management of the State Civil Apparatus (ASN) has driven the utilization of the 

State Civil Apparatus Information System (SIASN) as the primary platform for personnel services, including pension 

services. This study aims to analyze the effectiveness of SIASN implementation in IT-based pension services at the 

Regional Civil Service Agency (BKD) of Sidoarjo Regency. The study employs a qualitative approach with a 

descriptive research design. Informants were selected using purposive sampling and included the Head of BKD, the 

Head of the Recruitment and Termination Division, data processing staff, and Civil Servants (PNS) applying for 

retirement. Data collection involved observation, in-depth interviews, and document review, followed by analysis 

using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldana. The effectiveness analysis is based on 

Sondang P. Siagian’s theory, covering indicators of timeliness, target accuracy, and functional utility 

(appropriateness of use). The results indicate that the implementation of SIASN has been effective. Regarding 

timeliness, SIASN accelerates administrative processes and facilitates the issuance of pension decrees prior to the 

effective retirement date, despite occasional issues with national server disruptions. Regarding target accuracy, 

SIASN successfully integrates personnel data digitally, thereby streamlining pension services, although service 

quality remains contingent upon the validity and currency of employee data. Regarding functional utility, SIASN 

supports administrative efficiency, paperless services, and the use of electronic signatures, although barcode 

verification features and system stability require further improvement. The study concludes that while SIASN has 

enhanced the effectiveness of pension services, optimizing system infrastructure, ensuring data validation, and 

refining digital features remain essential to achieving faster, more accurate, and accountable service delivery..  

Keywords – effectiveness; SIASN; pension services; information technology; public service 

 

Abstrak. Transformasi digital dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) mendorong pemanfaatan Sistem Informasi 

Aparatur Sipil Negara (SIASN) sebagai platform utama pelayanan kepegawaian, termasuk layanan pensiun. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi SIASN dalam layanan pensiun berbasis 

teknologi informasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling 

yang meliputi Kepala BKD, Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian, staf pengolah data, serta Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan pensiun. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. 

Analisis efektivitas mengacu pada teori Sondang P. Siagian yang meliputi indikator ketepatan waktu, ketepatan 

sasaran, dan tepat guna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan efektif. Pada 

dimensi ketepatan waktu, SIASN mampu mempercepat proses administrasi dan mendukung penerbitan Surat 

Keputusan (SK) pensiun sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT), meskipun masih terdapat kendala berupa 

gangguan server nasional. Pada dimensi ketepatan sasaran, SIASN berhasil mengintegrasikan data kepegawaian 

secara digital sehingga mempermudah pelayanan pensiun, namun kualitas layanan masih dipengaruhi validitas dan 

pembaruan data pegawai. Pada dimensi tepat guna, SIASN mendukung efisiensi administrasi, layanan paperless, 

serta pemanfaatan tanda tangan elektronik, meskipun fitur verifikasi barcode dan stabilitas sistem masih perlu 

ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIASN telah meningkatkan efektivitas layanan pensiun, namun 

optimalisasi infrastruktur sistem, validasi data, dan penyempurnaan fitur digital tetap diperlukan untuk 

mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan akuntabel..  

Kata Kunci – efektivitas; SIASN; layanan pensiun; teknologi informasi; pelayanan publik 

 I. PENDAHULUAN  

Pengelolaan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi penting pemerintah, yang harus dilaksanakan secara 

profesional dan bermutu tinggi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut jelas tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 1 Republik Indonesia. 5 Mei 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan sumber hukum 
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tersebut, maka tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu tinggi berada di pundak 

ASN. Oleh karena itu, ASN juga harus menekankan pada upaya membangun profesionalisme di bidang pelayanan 

publik. Secara umum, berbicara tentang ASN sama dengan berbicara tentang sumber daya manusia. Pelayanan 

publik yang professional dan bermutu tinggi tidak dapat terlaksana secara otomatis, namun pengelolaan Aparatur 

Sipil Negara harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi perilaku Aparatur Sipil Negara 

merupakan bagian dari proses Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) [1], [2].  

Pelayanan publik yang baik adalah salah satu bentuk pelayanan, yang tidak akan menimbulkan kesenjangan 

antara apa yang dilihat dan diharapkan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, disediakan 

oleh pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Pemerintah harus membangun kepercayaan. Membantu 

masyarakat dengan melaksanakan pelayanan publik yang baik yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. 

Dengan demikian pelayanan publik merupakan salah satu fungsi pokok penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi 

kewajiban instansi pemerintah [3]. Dikatakan pula bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum, 

serta untuk melaksanakan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa prosedur inovatif 

berhasil diterapkan untuk meningkatkan tata kelola, kinerja administrasi publik, dan secara efektif menyelesaikan 

masalah publik [4], [5]. 

 Sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru terkait Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) di bawah 

BSSN diatur utamanya dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola 

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Aturan ini menegaskan validitas tanda tangan elektronik merpakan tanda 

tangan yang memiliki kekuatan hukum serta harus digunakan secara aman. Ketentuan utamanya meliputi: (1) 

Privasi, BSrE wajib melindungi data pribadi, mencatat aktivitas melalui audit trail, dan membatasi akses pihak 

ketiga; (2) Tanda Tangan Elektronik, sah sebagai bentuk persetujuan dalam transaksi elektronik; (3) Kewajiban 

Pengguna, menjaga kerahasiaan data, tidak memalsukan dokumen, dan melaporkan kebocoran data; (4) Insiden 

Keamanan, wajib segera dilaporkan kepada pihak berwenang; dan (5) Sanksi, pelanggaran dapat menyebabkan 

pencabutan sertifikat elektronik [6], [7],[8], [9]. Penerapan kebijakan tersebut didukung Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 tentang SPBE untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Contoh 

penerapannya antara lain e-KTP dan layanan kependudukan online, e-planning dan e-budgeting, serta portal layanan 

publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata [10], [11]. 

Pada inovasi yang di selenggarakan oleh sektor publik, pergantian yang ada bukan dari hasil mencontoh kegiatan 

di sektor bisnis. Namun berdasarkan pada upaya kelanjutan dan pengetahuan lokal pada sektor publik. Badan 

Kepegawaian Negara dalam percepatan layanan adminstrasi kepegawaian yang lebih efisiensi dan inovatif, telah 

meluncurkan SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) yang menggantikan Sistem aplikasi pelayanan 

kepegawaian (SAPK) sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara  Nomor 7 Tahun 2023 tentang Sistem 

Informasi Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini mengatur integrasi data ASN nasional, penggunaan SIASN sebagai 

platform utama pelayanan kepegawaian, serta pengawasan dan pengendalian manajemen ASN. Berikut rincian 

Peraturan BKN yang berkaitan dengan SIASN: 1). Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2023 (SIASN) tentang Mengatur 

mengenai definisi, fungsi, dan penggunaan SIASN untuk pelayanan kepegawaian, termasuk integrasi, 

interoperabilitas, dan manajemen data ASN. 2). Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2023 (Pemblokiran Data) tentang 

Mengatur mengenai pemblokiran data kepegawaian dan layanan kepegawaian pada SIASN jika manajemen ASN 

tidak sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). 3). Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non-ASN secara 

elektronik, yang menjadi dasar data awal dalam SIASN. Adapun tujuan adanya aplikasi SIASN yaitu meningkatkan 

efisiensi dan transparansi pelayanan kepegawaian melalui integrasi data dari seluruh instansi pemerintah. Dalam 

Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2024 Mengatur tentang juknis penyesuaian pensiun pokok pensiunan PNS dan 

janda/dudanya serta  Pensiun Dini yang dapat diajukan jika mencapai usia minimal 50 tahun dengan masa kerja 

minimal 20 tahun , dengan secara digital (paperless) melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN)  

Badan Kepegawaian Negara, maka pemrosesan bisa usulan pensiun biasanya diajukan 1 tahun (12 bulan) hingga 6 

bulan sebelum Terhitung Mulai Tanggal  (TMT) pegawai yang bersangkutan. Bentuk layanan  BKN pada Aplikasi 

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1

4
4

22

26

31

35

Page 7 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3627077972

Page 7 of 17 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3627077972



Page | 3 

 

Copyright © Author. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or 

reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this 

journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Website Layanan Manajemen ASN  

 

Badan Kepegawaian Negara telah mendelegasikan wewenang pensiun PNS ke Pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK) diatur melalui Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 dan perubahannya, yang mengatur juknis 

pemberhentian dan pemberian pensiun. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang menetapkan 

pemberhentian dan pensiun (terutama untuk golongan IV/a ke bawah) setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari 

BKN, yang kini terintegrasi dalam sistem SIASN untuk mempercepat proses pensiun. Adapun Poin-poin Penting 

Pendelegasian Wewenang Pensiun antara lain 1). Dasar Hukum Utama:  PP No. 9 Tahun 2003 jo. Keputusan Kepala 

BKN No. 14 Tahun 2003 tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun. serta pemrosesan usul pensiun 

yang sebelumnya manual kini beralih ke aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan 

Kepegawaian Negara untuk mempercepat penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) yang maksimal selesai dalam 5 

hari kerja dan tujuan pendelegasian ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat administrasi kepegawaian 

di tingkat instansi [12][13]. 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo secara 

rutin melaksanakan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan administrasi pensiun PNS, dalam hal delegasian 

wewenang Bupati Sidoarjo terkait pensiun PNS dilakukan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 

Sidoarjo, yang bertanggung jawab penuh dalam administrasi, pemrosesan, hingga penyerahan SK Pensiun. BKD 

memproses berkas usulan (termasuk persyaratan, DPCP, dan SK terkait) dari OPD dan menyerahkan SK secara 

berkala bagi PNS yang purna tugas. Adapun poin penting dalam Pendelegasian Pensiun di BKD Sidoarjo sebagai 

berikut 1). Proses Usulan: BKD menerima dan memverifikasi berkas usulan pensiun dari Kepala OPD (Surat 

permohonan ke Bupati, DPCP, fotokopi SK, dll). 2) Prosedur Elektronik/Hardcopy: Usulan untuk Golongan IV/b ke 

bawah dapat dikirim via email BKD, sementara IV/c ke atas menggunakan hardcopy. 3). Penerbitan & Penyerahan 

SK: BKD Sidoarjo secara rutin melaksanakan penyerahan SK pensiun, sering kali dibuka oleh Sekretaris Daerah 

(Sekda) atau pejabat BKD terkait. 4). Jenis Pensiun: Pensiun yang diurus meliputi Batas Usia Pensiun (BUP) yang 

diatur hingga 65-70 tahun untuk fungsional tertentu. 5). Pembinaan: Selain penyerahan SK, dilakukan juga 

pembinaan disiplin pegawai dan pembekalan purna tugas. Dengan demikian, BKD Sidoarjo bertindak sebagai 

instansi teknis yang menerima pendelegasian operasional untuk mempermudah pelayanan pensiun PNS di 

lingkungan Pemkab Sidoarjo. 

 

Tabel 1. Data Rekapitulasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Pemkab. Sidoarjo Tahun 2023-2025 

 

Data Pensiun Tahun 2023 

Bulan TMT Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

Batas Usia Pensiun (BUP) 55 44 47 37 56 68 83 77 78 51 39 43 

Atas Permintaan Sendiri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pensiun Hukuman Disiplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pensiun Keuzuran 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pensiun Janda/duda dan anak 3 2 1 2 3 4 2 6 1 1 1 0 

Data Pensiun Tahun 2024 
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Bulan TMT Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

Batas Usia Pensiun (BUP) 54 32 37 39 52 57 57 43 50 42 46 39 

Atas Permintaan Sendiri 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Pensiun Hukuman Disiplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pensiun Keuzuran 1 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 

Pensiun Janda/duda dan anak 2 1 0 4 3 6 2 3 1 0 3 1 

Data Pensiun Tahun 2025 

Bulan TMT Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

Batas Usia Pensiun (BUP) 44 37 39 39 54 63 54 45 58 38 44 50 

Atas Permintaan Sendiri 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Pensiun Hukuman Disiplin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pensiun Keuzuran 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Pensiun Janda/duda dan anak 2 1 1 2 4 4 9 6 2 4 1 1 

             

 

Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan, terkait proses usulan pensiun terutama di 

layanan Badan Kepegawaian Negara pada sistem aplikasi SIASN yang sering trouble apabila sistem tersebut 

digunakan bersamaan dengan proses penerimaan baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta proses periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil mulai tahun 2026 

Terhitung Mulai Tanggal (TMT) setiap bulan yang mengakibatkan tidak maksimal dan efektiv untuk proses usulan 

pensiun per bulan dalam setiap tahunnya, seharusnya pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan 

secara professional, karena bekerja dalam pelayanan yang professional menghasilkan hal-hal yang baik.Tingkat 

keberhasilan dari pelaksanaan sebuah layanan merupakan cerminan dari pelayanan publik yang berkualitas tinggi 

dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Pada observasi awal penulis menjumpai kendala terkait aplikasi SIASN 

milik Badan Kepegawaian Negara hal tersebut kurang sesuai dengan Efektivitas Pelaksanaan Sistem Infomasi 

Aparatur Sipil Negara Dalam Layanan Pensiun Berbasis Teknologi Informasi. Salah satu bentuk layanan yaitu 

pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan undang-undang 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan 

Pensiun Janda Duda Pegawai dan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor   12 Tahun 

2002 tentang  Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Bab (6) Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang meninggal atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun, juga 

berbisa terpengaruh apabila aplikasi kurang maksimal, sehingga tujuannya adalah agar ada perbaikan didalam sistem 

layanan Badan Kepegawaian Negara terhadap aplikasi SIASN terutama pada proses usulan pensiun, mengingat 

pensiun adalah akhir dari sebuah perjalanan karir seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya dapat di antisipasi 

terkait layanan aplikasi SIASN tersebut sehingga tidak merugikan para purna tugas/ pensiun apabila terjadi 

keterlambatan dalam sistem pembayaran gaji pensiun. Secara normatif, penilaian efektivitas realisasi tentang proses 

pensiun yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab Pada dasarnya semua SK pensiun mulai Terhitung Mulai 

Tanggal (TMT) sudah terselesaikan dengan baik sesuai dengan target, sebagai data pensiun Pegawai Negeri Sipil 

yang tersaji pada table dibawah mulai tahun 2023-2025. 

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa secara umum, capaian proses pensiun melalui sistem aplikasi  

SIASN berjalan dengan baik Dalam hal pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan 

dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, baik itu di pusat sampai di Daerah. Bagi instansi penyedia layanan publik, 

kepuasan konsumen harus dijadikan sebagai umpan balik yang positif. Berdasarkan hal tersebut substansi 

administrasi sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan organisasi pelayanan dalam 

mencapai tujuan. Selain itu, diketahui bahwa pelaku pelayanan umum di Indonesia adalah aparatur negara sebagai 

abdi negara dan abdi Masyarakat yang didalamnya terdapat kelompok yang dominan baik dalam hal peran 

layanannya maupun dalam hal jumlah layanan yang diberikan oleh Pemerintah untuk memenuhi kepentingan umum. 

Salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara adalah perwujudan dari fungsi aparatur negara adalah pelayanan 

publik. Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan yang strategis untuk 

mengembangkan Pemerintah yang baik (Good Governance) di Indonesia. Hal ini disebabkan salah satu tolak ukur 

penyelenggaraan Good Governance dapat dilihat dari terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan 

berorientasi. 

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati,Walikota melalui Sekertaris Daerah. Adapun tugasnya mencakup penyusunan dan 
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pelaksanaan teknis, perencanaan, pembinaan, fasilitasi dan pelayanan adminstrasi kepegawaian untuk Aparatur Sipil 

Negara Daerah termasuk kepengurusan pensiun. Merujuk pada Undang-undang No 5 tahun 2024 tentang Aparatur 

Sipil Negara yang mengatur terkait dengan manajemen ASN, termasuk jaminan pensiun, dimana dalam pasal 73 

mengatur jaminan pensiun bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat.  

Pelayanan administrasi pensiun merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik karena berkaitan 

langsung dengan pemenuhan hak-hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah menyelesaikan masa pengabdiannya. 

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pelayanan pensium secara efektif, mulai 

dari pengelolaan pemberhentian hingga penerbitan hak pensiun bagi PNS yang memasukan Batas Usia Pensiun 

(BUP), mengalami kecelakaan dinas, atau meninggal dunia. Pentingnya penyelenggaraan pelayanan pelayanan 

administrasi pensiun yang baik tidak hanya terletak pada pemenuhan regulasi dan prosedur administratif, tetapi juga 

pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan layanan secara efektif, efisien, serta responsif 

terhadap kebutuhan PNS. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menekankan bahwa kualitas pelayanan 

administrasi pensiun sangat bergantung pada kemampuan instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang 

cepat, tepat, dan sesuai harapan para penerima layanan [14]. Selain kecepatan dan ketepatan, tentunya kualitas juga 

dapat dimaknai sebagai kepuasan penerima layanan [15]. 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa tahun 2025 terdapat 565 orang PNS 

Kabupaten Sidoarjo yang masuk usia pensiun, sesuai dengan Gambar 2. Besarnya jumlah pegawai yang memasuki 

usia pensiun tentu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo menuntut  Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

untuk memberikan pelayanan administrasi pensiun secara optimal. Seiring dengan banyaknya pengusulan pensiun, 

efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan BKN menjadi faktor krusial dalam menjaga kepastian dan 

kenyamanan bagi pada PNS yang memasuki masa purna tugas. 

Hal-hal tersebut menjadi faktor utama yang menentukan baik atau turunnya tingkat kualitas layanan pada setiap 

proses usulan pensiun melalui aplikasi SIASN Badan Kepegawaian Negara. Secara umum, bahwa efektivitas 

aplikasi. SIASN dibandingkan aplikasi sebelumnya yang milik BKN yaitu SAPK masih lebih baik SIASN dari segi 

efektivitas layanan maupun tampilan yang simple. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek maintenance, 

monitoring, dan evaluation agar lebih selaras dengan pencapaian kinerja tujuan pelayanan lebih baik secara efektif 

dan efisien. Berdasarkan pandangan Siagian, efektivitas organisasi diukur dari keberhasilan mencapai tujuan melalui 

pemanfaatan sumber daya secara optimal, koordinasi yang baik, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. 

Dengan demikian, tingkat serapan anggaran dapat digunakan sebagai indikator operasional efektivitas organisasi, 

karena mencerminkan sejauh mana tujuan kegiatan tercapai melalui pemanfaatan sumber daya yang tepat. Teori 

efektivitas menurut Sondang P. Siagian menekankan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui 

penggunaan sumber daya secara efisien. Indikator utamanya meliputi: (1) Tepat waktu, yaitu Penyelesaikan 

pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan  (2) Tepat sasaran (hasil pekerjaan tercapai), dan (3) Tepat guna (biaya 

sesuai rencana). Fokusnya adalah perbandingan hasil nyata dengan rencana yang ditentukan. 

Pertama Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dengan judul Efektivitas Penggunaa SIASN 

Dalam Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan 

Tengah didapatkan hasil bahwa efektivitas SIASN sebagai solusi digital guna meningkatkan efisiensi, akurasi dan 

transparansi dalam pengelolaan administrasi ASN sebelum dan sesudah aplikasi tersebut diterapkan, secara 

keseluruhan penggunaan SIASN dinilai efektif dalam meningkat efisiensi , tranparansi dan akuntabilitas untuk 

administrasi kepegawaian, namun efektivitasnya belum merata sehingga perlu penguatan kapasitas SDM, 

infrastruktur teknologi dan penyempurnaan sistem secara berkelanjutan [16].  

Kedua Penelitian terkait Peran Aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) layanan SKK Dalam 

Mendukung Efisiensi Operasional Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara 

(BKN), dalam penelitiannya menunjukkan  bahwa penggunaan aplikasi SIASN dalam layanan SKK secara 

signifikan meningkat efisiensi operasional Direktorat Sattus dan Kedudukan Kepegawaian. Aplikasi ini 

mempermudah proses administrasi, aplikasi SIASN layanan SKK berperan penting dalam mendukung operasional 

yang lebih efisien dan efektif di lingkungan di Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian [17]. 

Ketiga Penelitian terkait pelayanan Publik yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan One Day Service (ODS) di 

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo mendeskripsikan peran pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan publik dalam pelaksanaan One Day Service (ODS) di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 

Sidoarjo dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program [18]. Metode 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penggalian data dilakukan di Kantor Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sidoarjo dengan informan sebagai berikut: Kepala BPPT Kabupaten Sidoarjo, 

Kabid Perijinan Usaha, Petugas Customer Service (CS), serta pemohon jasa layanan yang dianggap paling 

memahami dalam pelaksanaan One Day Service (ODS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

pelaksanaan One Day Service (ODS) di kecamatan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo 

sudah berjalan dengan efektif dan sesuai enam standar pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah yaitu prosedur 

pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, serta sarana dan prasarana. Beberapa faktor 
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pendukung dalam pelaksanaan efektifitas pelayanan perijinan oleh BPPT antara lain pegawai dari BPPT Kabupaten 

Sidoarjo yang banyak berpengalaman dan memiliki kemampuan/keahlian, tersedianya fasilitas yang lengkap 

diantaranya komputer/laptop, printer, meja, kursi, internet, dan sarana yang lainnya. Sedangkan beberapa faktor 

penghambat dalam efektivitas pelaksanaan One Day Service (ODS) yaitu kurangnya waktu sosialisasi, kurangnya 

kesadaran aparatur di tingkat kecamatan, dan kurangnya peran aktif aparat desa/kelurahan, Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kualitas pelayanan yang diterima oleh peserta pensiun di Badan 

Kepegawaian Daerah Sidoarjo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi peserta terhadap 

kualitas pelayanan tersebut [18]. Sehinggaa hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam 

merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.  

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh 

pemahaman secara mendalam mengenai efektivitas layanan pensiun melalui pemanfaatan Sistem Informasi Aparatur 

Sipil Negara (SIASN) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo [19], [20]. Pendekatan ini dipilih karena 

mampu menggambarkan secara komprehensif proses pelaksanaan layanan pensiun, pengalaman para pelaksana dan 

pengguna layanan, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi SIASN dalam mewujudkan 

pelayanan pensiun yang tepat waktu dan tepat bayar bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian dilaksanakan di Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo karena instansi tersebut merupakan perangkat daerah yang bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, khususnya pelayanan usul pensiun melalui aplikasi SIASN 

yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas layanan pensiun 

melalui SIASN berdasarkan dimensi teori efektivitas dari Sondang P. Siagian, yang memuat tiga indikator. Yakni 

Ketepatan waktu, ketetpatan sasaran, dan tepat guna [21]. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses 

pelayanan pensiun, yang terdiri atas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bidang 

Pengadaan dan Pemberhentian, Staf Pengolah Data dan Informasi, serta Pegawai Negeri Sipil yang sedang atau telah 

mengajukan usul pensiun melalui SIASN.  

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan 

untuk mengamati secara langsung proses pelayanan pensiun, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan layanan, manfaat, dan kendala penggunaan SIASN, sedangkan dokumentasi dilakukan 

dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti standar operasional prosedur, peraturan perundang-

undangan, arsip pelayanan, data statistik, foto kegiatan, dan tangkapan layar aplikasi sebagai bukti pendukung hasil 

penelitian. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi 

pengumpulan data,  penyajian data, serta penarikan kesimpulan [22]. Selanjutnya, hasil wawancara dianalisis dengan 

mengaitkan temuan empiris terhadap teori yang digunakan dan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu 

sehingga diperoleh interpretasi yang komprehensif mengenai efektivitas layanan pensiun melalui SIASN, sedangkan 

keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Efektivitas Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam layanan pensiun berbasis teknologi 

informasi merupakan kemampuan sistem dalam mendukung proses pelayanan pensiun agar berjalan secara cepat, 

tepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan kepegawaian. Oleh karena itu, 

implementasi SIASN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan pensiun bagi Aparatur Sipil Negara. 

Efektivitas implementasi SIASN tersebut dapat dianalisis berdasarkan indikator efektivitas organisasi menurut P. 

Sondang P. Siagian sebagai berikut:  

 

A. Ketepatan waktu pelaksanaan sistem informasi aparatur sipil negara (siasn) dalam layanan pensiun 

berbasis teknologi informasi 

 

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas implementasi Sistem 

Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada layanan pensiun berbasis teknologi informasi. Ketepatan waktu tidak 

hanya diukur dari kecepatan penyelesaian administrasi, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam memastikan Surat 

Keputusan (SK) Pensiun diterbitkan sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT) sehingga hak pensiun dapat diterima 

secara tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 
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Sidoarjo, penerapan SIASN merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dapat langsung 

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah tanpa harus mengembangkan aplikasi baru. Meskipun demikian, 

implementasinya masih menghadapi kendala berupa gangguan sistem dan ketidakstabilan server. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2. Ketidakstabilan Server SIASN 

 

Berdasarkan tangkapan layar (Gambar 2) diatas, aplikasi SI-ASN mengalami gangguan yang ditandai dengan 

munculnya pesan "502 Bad Gateway". Error ini menunjukkan bahwa server aplikasi tidak berhasil memperoleh 

respons yang valid dari server backend, sehingga data usulan pemberhentian atau pensiun tidak dapat dimuat dan 

ditampilkan kepada pengguna. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh gangguan pada server, beban akses yang 

tinggi, proses pemeliharaan sistem, atau masalah komunikasi antara server frontend dan backend. Akibatnya, proses 

pengelolaan maupun pemantauan usulan pemberhentian menjadi terhambat hingga layanan kembali beroperasi 

secara normal. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BKD Kabupaten Sidoarjo menerapkan kebijakan pengajuan 

usul pensiun paling lambat enam bulan sebelum TMT. Kebijakan ini menjadi strategi mitigasi agar keterlambatan 

akibat gangguan sistem tidak berdampak pada keterlambatan penerbitan SK Pensiun maupun pencairan dana 

Taspen. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian menunjukkan bahwa dibandingkan 

dengan aplikasi sebelumnya (SAPK), SIASN mampu mempercepat proses pelayanan pensiun. Sesuai ketentuan 

Badan Kepegawaian Negara, penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) ditargetkan selesai paling lama lima hari 

kerja. Namun, pada praktiknya proses penginputan dan validasi berkas masih dipengaruhi oleh stabilitas aplikasi, 

terutama ketika sistem digunakan secara bersamaan pada periode seleksi CPNS, PPPK, maupun usulan kenaikan 

pangkat. Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Staf Pengolah Data dan Informasi yang 

menjelaskan bahwa penyelesaian satu usulan pensiun rata-rata membutuhkan waktu sekitar dua minggu, sedangkan 

apabila terjadi gangguan server proses dapat mengalami penundaan sekitar tiga hingga lima hari kerja. 

Dari perspektif penerima manfaat, digitalisasi layanan pensiun melalui SIASN dinilai telah memberikan 

kemudahan dalam proses pengusulan. Akan tetapi, masih ditemukan kendala berupa data yang tidak seluruhnya 

berhasil ditarik oleh sistem sehingga pengelola harus melakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap keluaran SK 

Pensiun. Selain itu, validitas SK sangat dipengaruhi oleh ketelitian dalam penyusunan Daftar Perorangan Calon 

Penerima Pensiun (DPCP). Kesalahan pengisian data pada DPCP berpotensi menghasilkan kesalahan pada SK 

Pensiun yang diterbitkan. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan waktu pada 

implementasi SIASN telah berjalan dengan baik karena seluruh proses pelayanan tetap dapat diselesaikan sebelum 

TMT melalui kebijakan pengajuan lebih awal. Namun demikian, efektivitas waktu pelayanan masih dipengaruhi 

oleh stabilitas sistem nasional dan kualitas data yang diinput sehingga memerlukan peningkatan kapasitas server 

serta penguatan proses verifikasi data sebelum usulan diproses lebih lanjut. 

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa SIASN telah meningkatkan ketepatan waktu pelayanan pensiun 

dibandingkan SAPK, karena seluruh proses usulan dilakukan secara elektronik sehingga mempercepat proses 

administrasi. Hal tersebut terlihat dari target penerbitan Pertek BKN selama lima hari kerja dan proses validasi yang 

rata-rata dapat diselesaikan dalam dua minggu. Namun efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih 
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ditemukan gangguan server nasional pada saat beban sistem meningkat, seperti periode seleksi CPNS, PPPK 

maupun kenaikan pangkat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, BKD Kabupaten Sidoarjo menerapkan strategi 

mitigasi berupa pengajuan usul pensiun enam bulan sebelum TMT. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga 

ketepatan penerbitan SK pensiun sehingga hak pensiun tetap diterima tepat waktu. Temuan ini menunjukkan bahwa 

ketepatan waktu pelayanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknologi SIASN, tetapi juga dipengaruhi oleh 

strategi organisasi dalam mengantisipasi risiko operasional. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan 

bahwa digitalisasi layanan pensiun mampu mempercepat proses administrasi dan meningkatkan ketepatan waktu 

pelayanan, meskipun masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur dan kelengkapan data [23]. Hasil ini juga 

didukung oleh suatu penelitian yang menemukan bahwa implementasi SIASN meningkatkan efisiensi pelayanan 

kepegawaian, namun masih menghadapi kendala pada stabilitas sistem dan validitas data [24]. Sebaliknya, 

penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi SIASN telah berjalan lebih optimal melalui sistem yang 

terintegrasi. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini masih menemukan kendala berupa perlambatan 

server nasional yang memengaruhi proses validasi usulan pensiun [17]. Meskipun demikian, BKD Kabupaten 

Sidoarjo mampu menjaga ketepatan waktu penerbitan SK pensiun melalui kebijakan pengajuan usulan enam bulan 

sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT), sehingga hak pensiun tetap dapat diterima tepat waktu. 

 

B. Ketepatan sasaran pelaksanaan sistem informasi aparatur sipil negara (siasn) dalam layanan pensiun 

berbasis teknologi informasi 

Ketepatan sasaran menggambarkan sejauh mana implementasi SIASN mampu memberikan pelayanan kepada 

pengguna yang menjadi target layanan serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

pensiun. Berdasarkan hasil penelitian, SIASN telah berhasil mengintegrasikan data kepegawaian secara digital 

sehingga proses pengusulan pensiun menjadi lebih sederhana dibandingkan mekanisme manual yang diterapkan 

sebelumnya. Digitalisasi tersebut memberikan kepastian pelayanan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki 

masa pensiun serta membantu mengurangi risiko keterlambatan administrasi. Salah satu strategi yang dilakukan 

untuk mencapai keberhasilan dalam memberikan layanan pensiun adalah dengan cara sosialiasasi yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana ditunjukkan dengan dokumentasi sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3. Sosialisasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dalam Layanan Pensiun Berbasis Teknologi 

Informasi 

Gambar 4 memperlihatkan bahwa terdapat kegiatan sosialisasi layanan pensiun yang diikuti oleh sejumlah 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan 

dengan format kelas, di mana peserta duduk berkelompok sambil memperhatikan materi yang disampaikan oleh 

narasumber. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN mengenai prosedur, persyaratan, alur 

pengusulan, serta pemanfaatan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dalam proses layanan pensiun. 

Harapan dari adanya kegiatan tersebut adalah proses pelayanan pensiun dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Disamping itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa kendala terkait akurasi data, 

seperti kesalahan penulisan alamat rumah, perubahan status perkawinan akibat menikah kembali yang belum 

dilaporkan kepada BKD, data anak yang masih tercantum dalam Daftar Perincian Calon Penerima Pensiun (DPCP) 
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meskipun telah menjadi anggota TNI, serta pencantuman anggota keluarga yang bukan merupakan anak kandung 

dalam Surat Keputusan (SK) pensiun. Kondisi tersebut mengharuskan dilakukan pembaruan data agar dokumen 

pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan kondisi sebenarnya.. Selain itu, meskipun SIASN 

telah mendukung layanan berbasis elektronik dengan penggunaan tanda tangan digital BSrE, BKD Kabupaten 

Sidoarjo masih mencetak SK Pensiun untuk diserahkan secara simbolis kepada para purnatugas sebagai bentuk 

penghargaan atas pengabdian mereka. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi SIASN 

telah tepat sasaran karena mampu mendukung pelayanan pensiun secara digital kepada kelompok sasaran yang 

dituju. Namun demikian, keberhasilan layanan masih sangat dipengaruhi oleh kualitas dan validitas data yang 

dimasukkan ke dalam sistem sehingga pembaruan data pegawai secara berkala menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efektivitas pelayanan. 

 

 

Tabel 3. Jumlah Usulan Pensiun dan Revisi dalam Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Periode 

Januari-September Tahun 2026 

Tahun Usulan Berhasil Revisi (orang) Penyebab Revisi 

2026 334 324 

5 Alamat rumah salah 

3 
Menikah lagi yang tidak 

dilaporkan ke BKD 

1 
Anak menjadi TNI dan 

masih terdapat di DPCP 

1 
Bukan anak kandung 

namun masuk dalam SK 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIASN telah tepat sasaran karena digunakan oleh instansi yang memiliki 

kewenangan dalam pelayanan pensiun dan mampu mengintegrasikan data kepegawaian secara nasional. Sistem ini 

berhasil mengurangi proses administrasi manual serta memberikan kepastian pelayanan kepada calon penerima 

pensiun. Meskipun demikian, ketepatan sasaran layanan masih dipengaruhi oleh kualitas data yang dimasukkan ke 

dalam sistem. Beberapa kesalahan seperti nominal gaji ahli waris, pangkat, masa kerja, maupun tanggal TMT lebih 

banyak disebabkan oleh data awal yang belum diperbarui oleh pegawai atau kesalahan pengisian DPCP daripada 

kesalahan sistem secara langsung. Oleh karena itu, keberhasilan SIASN tidak hanya bergantung pada teknologi, 

tetapi juga pada akurasi data yang disampaikan oleh pengguna. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa implementasi SIASN mampu menyederhanakan 

administrasi kepegawaian melalui digitalisasi layanan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, meskipun 

keberhasilannya masih dipengaruhi oleh validitas data ASN dan kesiapan implementasi kebijakan [25]. Hasil 

tersebut diperkuat suatu penelitian yang menemukan bahwa SIASN meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas 

pelayanan, namun masih menghadapi kendala berupa pembaruan data ASN dan integrasi sistem yang belum optimal 

[26].  

 

C. Tepat guna pelaksanaan sistem informasi aparatur sipil negara (siasn) dalam layanan pensiun berbasis 

teknologi informasi 

Dimensi tepat guna menunjukkan sejauh mana SIASN dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung 

penyelenggaraan layanan pensiun berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi SIASN 

dinilai telah memberikan manfaat yang signifikan bagi BKD Kabupaten Sidoarjo karena pemerintah daerah tidak 

perlu mengembangkan aplikasi secara mandiri. Infrastruktur teknologi informasi yang telah tersedia mampu 

mendukung operasional sistem, sementara koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dilakukan secara intensif 

melalui media komunikasi daring, seperti WhatsApp, ketika terjadi gangguan sistem secara nasional. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. diperoleh informasi bahwa 

penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) tidak memerlukan pengembangan aplikasi baru di 

tingkat pemerintah daerah karena aplikasi tersebut telah disediakan secara terpusat oleh Badan Kepegawaian Negara 

(BKN). Berikut hasil wawancara bersama kepala BKD Kabupaten Sidoarjo: 

 

"SIASN merupakan aplikasi yang dikembangkan langsung oleh BKN, sehingga pemerintah daerah tidak perlu 

lagi membuat aplikasi sendiri. Kami tinggal mengimplementasikan sistem tersebut dan menyesuaikannya dengan 

kebutuhan pelayanan pensiun di daerah.. (Hasil Wawancara tanggal 03 Agustus 2026 di Kantor BKD Kabupaten 

Sidoarjo)".  
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Lebih lanjut, Kepala BKD menjelaskan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BKD Kabupaten 

Sidoarjo telah memadai untuk mendukung operasional SIASN. Selain itu, apabila terjadi kendala teknis, koordinasi 

dengan BKN dilakukan secara intensif melalui media komunikasi yang telah disepakati. 

"Dari sisi infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai. Ketika terjadi gangguan pada sistem, kami langsung 

berkoordinasi dengan tim BKN, biasanya melalui grup WhatsApp, sehingga informasi mengenai penyebab 

gangguan maupun tindak lanjut penanganannya dapat segera kami peroleh”. (Hasil Wawancara tanggal 03 

Agustus 2026 di Kantor BKD Kabupaten Sidoarjo). 

 

Sementara itu, Staf Pengolah Data dan Informasi mengungkapkan bahwa kendala utama dalam pemanfaatan 

SIASN masih berkaitan dengan stabilitas sistem. Menurutnya, ketika server mengalami perlambatan, proses validasi 

usulan pensiun menjadi terhambat sehingga penyelesaian pekerjaan sering kali harus dilanjutkan di luar jam kerja. 

 

"Kalau server sedang lambat, proses validasi menjadi lebih lama. Akibatnya pekerjaan yang seharusnya selesai 

pada jam kerja sering harus kami lanjutkan sampai sore atau di luar jam kerja agar target pelayanan tetap 

tercapa.” (Hasil Wawancara tanggal 03 Agustus 2026 di Kantor BKD Kabupaten Sidoarjo). 

 

Selain itu, staf juga menyampaikan bahwa masih terdapat kendala pada fitur verifikasi dokumen elektronik. 

Meskipun Surat Keputusan (SK) Pensiun telah menggunakan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi 

Elektronik (BSrE), barcode yang tercantum pada dokumen belum dapat dipindai untuk proses verifikasi secara 

mandiri. 

 

"SK sudah menggunakan tanda tangan elektronik BSrE, tetapi barcode yang muncul pada dokumen belum bisa 

dipindai, sehingga pegawai belum dapat melakukan pengecekan keaslian dokumen secara langsung melalui 

barcode tersebu”. (Hasil Wawancara tanggal 31 Agustus 2026 di Kantor BKD Kabupaten Sidoarjo). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diidentifikasi bahwa pemanfaatan SIASN belum sepenuhnya optimal. 

Gangguan server menyebabkan proses validasi berkas tidak dapat diselesaikan sesuai jam kerja sehingga pegawai 

harus melakukan penyelesaian pekerjaan di luar waktu kerja normal. Selain itu, penerapan tanda tangan elektronik 

melalui Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) telah berjalan dengan baik, namun barcode verifikasi pada SK Pensiun 

yang dihasilkan aplikasi SIASN belum dapat dipindai sehingga fungsi verifikasi dokumen secara digital belum 

berjalan maksimal. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi SIASN telah tepat guna 

karena mampu mendukung digitalisasi pelayanan pensiun serta meningkatkan efisiensi administrasi. Akan tetapi, 

peningkatan kualitas infrastruktur sistem dan penyempurnaan fitur verifikasi elektronik masih diperlukan agar 

manfaat teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. 

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIASN telah dimanfaatkan secara optimal dalam 

mendukung digitalisasi layanan pensiun. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebutuhan pengembangan 

aplikasi baru di tingkat daerah sehingga anggaran pemerintah daerah dapat dihemat. Selain itu, pemanfaatan tanda 

tangan elektronik (BSrE) telah mendukung proses pelayanan secara paperless dan mempercepat legalisasi dokumen. 

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan SIASN masih menghadapi beberapa kendala teknis. Gangguan server 

menyebabkan pegawai harus melakukan pekerjaan di luar jam kerja sehingga mengurangi efisiensi penggunaan 

sumber daya manusia. Selain itu, barcode verifikasi pada SK pensiun yang belum dapat dipindai menyebabkan 

fungsi validasi elektronik belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIASN telah tepat guna 

dari sisi fungsi pelayanan, tetapi belum sepenuhnya optimal dari aspek pemanfaatan teknologi digital. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa SIASN berhasil meningkatkan produktivitas 

kerja, efisiensi waktu, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik melalui layanan digital, walaupun masih 

dijumpai gangguan teknis sistem, rendahnya validitas data ASN, serta perlunya peningkatan kompetensi sumber 

daya manusia dan sosialisasi kepada pengguna [27]. Kesamaan temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini 

bahwa implementasi SIASN telah dimanfaatkan secara tepat guna dalam mendukung digitalisasi layanan pensiun, 

namun efektivitas pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh stabilitas sistem dan kualitas data yang dikelola. Di sisi 

lain, hasil penelitian ini berbeda dengan kajian penelitia terdahulu yang menyebutkan bahwa implementasi SIASN 

pada proses usul Nomor Induk Pegawai (NIP) di Kabupaten Manado yang menyatakan bahwa SIASN telah berjalan 

optimal melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga mampu meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik [28]. Sementara itu, penelitian ini masih menemukan kendala berupa 

perlambatan server nasional yang menyebabkan proses validasi usulan pensiun harus diselesaikan di luar jam kerja 

serta belum optimalnya fitur verifikasi barcode BSrE pada Surat Keputusan pensiun. Perbedaan tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan SIASN dipengaruhi oleh karakteristik jenis layanan, kapasitas 

infrastruktur teknologi informasi, serta beban akses sistem pada masing-masing instansi pemerintah. 
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 IV. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) 

Dalam Layanan Pensiun Berbasis Teknologi Informasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo 

dapat disimpulkan telah berjalan efektif yang telah ditinjau dari dimensi ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan 

tepat guna. Dimana pada dimensi ketepatan waktu, SIASN mampu mempercepat proses administrasi dan 

mendukung penerbitan Surat Keputusan (SK) Pensiun sebelum Terhitung Mulai Tanggal (TMT), meskipun masih 

menghadapi kendala berupa gangguan server yang diantisipasi melalui kebijakan pengajuan usulan pensiun enam 

bulan sebelum TMT. Pada dimensi ketepatan sasaran, SIASN berhasil mengintegrasikan data kepegawaian secara 

digital sehingga mempermudah pelayanan pensiun, namun akurasi layanan masih dipengaruhi oleh validitas dan 

pembaruan data pegawai. Sementara itu, pada dimensi tepat guna, SIASN mampu meningkatkan efisiensi 

administrasi, mendukung layanan paperless, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi tanpa 

memerlukan pengembangan aplikasi di tingkat daerah. Namun demikian, efektivitas implementasi SIASN masih 

memerlukan penyempurnaan melalui peningkatan stabilitas server, optimalisasi fitur verifikasi elektronik, serta 

penguatan tata kelola dan validasi data kepegawaian agar kualitas layanan pensiun dapat berjalan lebih optimal, 

cepat, tepat, dan akuntabel. 
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